BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN SURAT PENYEDIAAN DANA DAN TATA CARA
PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Surat
Penyediaan Dana dan Tata Cara Pembayaran melalui
Mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan,
Tambahan Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan :

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn
Karangasem Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN SURAT
PENYEDIAAN DANA DAN TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI
MEKANISME UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG
PERSEDIAAN, TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DAN
MEKANISME LANGSUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.



10.

11.

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Karangasem.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /
pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karangasem.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala perangkat kerja pengelola keuangan daerah yang
selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP
adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada unit kerja SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
mendukung Kkelancaran tugas perbendaharaan dan melaksanakan
fungsi sebagai kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau
Pengurusan Gaji.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
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Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka
kera dalam jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving),
diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan
operasional sehari - hari, diberikan sekali pada awal tahun tanpa
pembebanan pada kode rekening tertentu.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU, adalah uang
untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah
disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU, adalah
uang untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak
dan tidak dapat dicukupi dari uang persediaan dan/atau Kkarena
sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan penggantian Uang
Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan
Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan Uang Persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengcluaran
Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya danpembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah,
penerima,peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban

pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat
Daerah (DPA-SKPD).



(1)

(3)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dananya
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD/SKPD yang dipergunakan sebagai Uang
Persediaan untuk mendanai kegiatan.

SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dibelanjakan.

SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya
melebihi dari jumlah batas pagu Uang Persediaan yang tersedia.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-
LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM .

BAB II
PENGELOMPOKAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 2

SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah.

SPD dibuat terpisah dikelompokan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

a. SPD Belanja Tidak Langsung/LS Gaji/ Pembiayaan; dan

b. SPD Belanja Langsung.

SPD diterbitkan BUD berdasarkan anggaran kas DPA/DPPA-SKPD

ditetapkan setiap triwulan sesuai dengan ketersediaan dana pada Kas
Daerah.



(4) SPD yang diterbitkan setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada angka
3, bila belum habis terealisasi pada triwulan berkenaan dapat direalisasi
paling tidak pada triwulan berikutnya kecuali kegiatan tersebut
pelaksanaannya lebih dari 2 (dua) triwulan.

(5) Sebelum APBD ditetapkan, persetujuan DPRD dapat dipersamakan dengan
SPD.

(6) Dalam hal dana yang dimintakan mendahului jadwal waktu yang
direncanakan dalam anggaran kas, maka Pengguna Anggaran
menyampaikan Surat Permintaan Pergeseran Penyediaan Dana (SPPPD)
yang ditujukan kepada PPKD selaku BUD dengan menyebutkan alasan
dimajukannya pelaksanaan kegiatan dengan dilampiri rancangan anggaran
kas SKPD yang telah diperbaharui.

(7) Dengan pertimbangan ketersediaan dana, PPKD selaku BUD dapat
menyetujui atau menolak permohonan pergeseran penyediaan dana yang
diajukan dengan surat persetujuan atau penolakan yang ditujukan kepada
Pengguna Anggaran.

BAB IiI
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Permintaan Pembayaran untuk suatu kegiatan terdiri atas :
a. pembayaran melalui UP;
b. pembayaran melalui TU; dan

c. pembayaran langsung.

Pasal 4

Permintaan pembayaran dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a. pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan

b. dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan
pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBD dapat
dilakukan sebelum barang/jasa diterima sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.



BAB IV
UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Batasan Uang Persediaan

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran perangkat daerah dapat diberikan

UP sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional
kantor sehari-hari dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung.

(2) UP dapat diberikan paling tinggi 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-

SKPD untuk Belanja Langsung setelah dikurangi belanja modal menurut
klasifikasi yang diizinkan untuk diberikan UP dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

(3) Besaran UP SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap

awal tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

(4) BUD atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

(1)
(2)

(3)

(1)

dapat memberikan persetujuan penambahan UP melampaui besaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan
perhitungan kebutuhan penggunaan UP melampaui besaran UP yang telah
ditetapkan sebelum SPP-UP diterbitkan.

Bagian Kedua
Pengajuan Uang Persediaan

Pasal 6

SKPD dapat diberikan UP sekali dalafn tahun anggarajn‘ berkenaan.

SPP-UP diajukan satu kali dalam satu tahun anggaran pada setiap awal
tahun anggaran.

Jumlah UP bersifat tetap dan setiap penggunaan UP dapat diganti dengan
pengisian kembali (revolving) menggunakan instrumen Ganti UP.

Pasal 7

Berdasarkan penetapan besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD menerbitkan
dan mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran melalui PPK-SKPD



(2)

3)

(4)

(5

(6)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP
berdasarkan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
dibebankan pada Uang Persediaan. '

Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk dalam SPM-
UP.

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi
pemindahbukuan/transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada
rekening giro milik SKPD.

Pengajuan SPP-UP oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terdiri
dari :

a. SPP (surat pengantar, ringkasan SPP-UP);
b. salinan SPD; dan
c. salinan keputusan bupati tentang penetapan UP masing-masing SKPD.

Dalam Pengajuan SPM-UP kepada BUD dilampirkan kelengkapan dokumen
SPM-UP paling sedikit :
a. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran,

b. SPM-UP yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran; dan

c. kelengkapan Dokumen SPP-UP lainnya.

Bagian Ketiga
Pembayaran dengan Uang Persediaan

Pasal 8

UP hanya dapat digunakan untuk membiayai Belanja Langsung yang
meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

UP tidak dapat digunakan untuk Belanja Modal.

Pembayaran pengeluaran pada Kelompok Belanja Langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

UP digunakan untuk pengeluaran belanja barang dan jasa dengan
pembayaran paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada
satu penyedia barang/jasa selain untuk pengadaan barang/jasa (termasuk
berupa aset tetap) atau belanja barang/uang yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat.



)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

Diluar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (4) dapat diberikan
pengecualian untuk batas maksimal pembayaran yang bersifat khusus,
antara lain :

a. belanja rekening listrik, telepon, air, internet, tv, iuran;

b. prangko/meterai dan benda pos lainnya;

c. belanja STNK, belanja pajak kendaraan bermotor, belanja jasa KIR;
d. biaya perjalanan dinas;

e. belanja bahan bakar minyak;

f. honorarium, belanja tenaga kerja non pegawai,

g. belanja sertifikasi/dokumentasi aset;

h. belanja kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah; dan

[
.

pengecualian lain dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
PPKD selaku BUD. o

Pembayaran kepada penerima/penyedia barang/jasa dilakukan mclalui
pemindahbukuan dari rekening SKPD ke rekening penerima/penyedia
barang/jasa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Uang Persediaan

Pasal 9

Pertanggungjawaban UP diverifikasi oleh PPK-SKPD dan mendapat
pengesahan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran melalui
pemindahbukuan kepada penerima/penyedia barang/jasa untuk
selanjutnya ditatausahakan dan dibukukan ke dalam Sistem Informasi
Managemen Keuangan Daerah (SIMDA-Keuangan) dan Buku Kas Umum
SKPD.

Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Bendahara
Pengeluara/BPP. ‘

Bendahara Pengeluaran/BPP berkewajiban melaporkan
pertanggungjawaban administrasi bulanan kepada Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran dan pertanggungjawaban fungsional bulanan
kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atas UP yang
sudah atau belum dipergunakan.
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Bagian Kelima
Pengajuan Ganti Uang Persediaan

Pasal 10

Pengisian kembali UP (revolving) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(3) dilakukan apabila UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan.

Pengisian kembali UP wajib disampaikan 1 (satu) kali dalem 1 (satu) bulan
atau setiap akhir bulan.

Pengisian kembali UP dapat dilakukan menyesuaikan ketersediaan dana
untuk kebutuhan SKPD berkenaan dan dapat diajukan lebih dari 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) bulan dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan UP
yang telah disahkan.

Pengisian kembali UP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ BPP dengan
penerbitan SPP-GU.

SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD untuk dilakukan
verifikasi sesuai dengan ketentuan verifikasi dalam kebijakan
penatausahaan keuangan daerah.

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPK-SKPD
menyiapkan dan mengajukan SPM-GU kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.

Pengajuan SPP-GU dan SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) diajukan sebesar UP yang telah dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pengisian
kembali UP (revolving) melalui SPM-GU kepada Kuasa BUD.

Dokumen SPP-GU terdiri dari:

a. laporan pertanggungjawaban bendahara (rincian SPJ);
b. SPP-GU (pengantar, ringkasan dan rincian SPP-GU);
c. salinan SPD triwulan berkenaan; dan

d.bukti transaksi yang sah dan lengkap termasuk salinan bukti
perpajakan, disusun secara berurut.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D terdiri dari :
a. SPM-GU;

b. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran,;

c. surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bahwa
bukti pertanggungjawaban atas penggunaan Uang Persediaan telah
lengkap, diverifikasi dan mendapat pengesahan;



(11)

(12)

(13)
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d. pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara;
e. salinan SPD; dan
f. kelengkapan SPP- GU.

Laporan pertanggungjawaban UP sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
huruf d memuat :

a. laporan pengesahan belanja dan saldo yang telah dipertangungjawabkan
dan telah diinput dalam system penatausahaan pembukuan bendahara
atau system SIMDA;

b. laporan realisasi belanja per kode rekening;
c. rekening koran sampai dengan tanggal pengajuan GU; dan
d. berita acara pemeriksaan kas pada tanggal pengajuan GU.

Berdasarkan pengajuan SPM-GU dan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) dan ayat (10), Kuasa BUD melakukan penelitian kelengkapan
dokumen dengan daftar uji kelengkapan dokumen.

Berdasarkan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti UP dan melakukan pemindahbukuan
ke rekening SKPD. '

Pasal 11

Sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran/BPP pada akhir tahun
anggaran harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan atau, bersamaan dalam
pengajuan SPM GU Nihil.

(1)

(2)

BAB YV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Tambahan Uang Persediaan

Pasal 12

Dalam hal SKPD memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat
mendesak namun sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi atau telah
direncanakan untuk melaksanakan kegiatan yang lain, maka SKPD dapat
mengajukan TU.

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP setelah
menerima pemberitahuan tentang keperluan dana untuk pelaksanaan
kegiatan dari PPTK-SKPD.
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Pengajuan TU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. rencana perkiraan pengeluaran yang matang;

b.untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat
ditunda;

c. tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan
mekanisme pembayaran langsung;

d. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D-TU diterbitkan

e. dalam hal tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada
pada bendahara, harus disetorkan kembali ke Kas Dacrah.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan
perpanjangan waktu pertanggungjawaban TU lebih dari 1 (satu) bulan
kepada Kepala BPKAD c.q. Kepala Bidang Perbendaharaan dengan dibatasi
hanya 1 (satu) kali untuk masa perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan
berikutnya dan disertai alasan secara tertulis.

Ketentuan batas waktu pertanggungjawaban TU lebih dari 1 (satu) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :

a. untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Perpanjangan waktu pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak diberikan terhadap pengajuan TU yang dilakukan pada 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Bagian Kedua
Pengajuan Tambahan Uang Persediaan

Pasal 13

Batas jumlah TU yang diajukan harus mendapat persetujuan/izin dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(2) Jenjang otorisasi pemberian TU:

a. BUD/PPKD dapat memberikan TU sampai dengan jumlah
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk klasifikasi belanja yang
diperbolehkan diberi UP; dan

b. permintaan TU di atas Rp.1.000.000.000,- (satu inilyar rupiah) untuk
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat
persetujuan/disposisi dari Sekretaris Daerah, surat ijjin ditandatangani
BUD.
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Pasal 14

(1) Kelengkapan Dokumen SPP-TU terdiri dari :

SPP-TU (Pengantar, Ringkasan, dan Rincian SPP-TU);

salinan SPD;

surat persetujuan/izin pengajuan TU ;

surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
Tambahan UP (surat permohonan TU dari PA/KPA);

rekening koran bank bulan bersangkutan; dan

copy disposisi/rekomendasi Sekretaris Daerah untuk TU diatas
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

oo op

-0

(2) Kelengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D terdiri dari :

a. SPM- TU; .

b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan TU oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang
persediaan; dan

c. kelengkapan SPP-TU.

(3) Pertanggungjawaban atas TU dilakukan dengan mekanisme SPP-TU Nihil
yang disertai dengan ringkasan pengeluaran per rincian objek dan bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Pasal 15

Sisa TU yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran/BPP harus disetor
kembali ke rekening Kas Umum Daerah paling bersamaan dalam pengajuan
SPM TU Nihil.

BAB VI
PEMBAYARAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Batasan Pembayaran Langsung

Pasal 16

(1) Pembayaran atas belanja yang sudah pasti jumlah, penerima dan waktu
pembayaran dan/atau pembayaran di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah), maka dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

(2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditujukan kepada :
a. pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;
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b. penerima belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan; dan /atau

c. bendahara pengeluaran /bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua
Pengajuan SI'?-LS

Pasal 17

(1) Bendahara Pengeluaran/BPP mengajukan SPP-LS untuk pembayaran
kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan
keuangan daerah.

(3) Lampiran dokumen sebagaimana dimakstd pada ayat (2) disiapkan oleh
PPTK untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP.

(4) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran/BPP mengembalikan
dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk
dilengkapi.

(5) Bendahara Pengeluaran/BPP mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
setelah ditandatangani oleh PPTK.

Pasal 18

(1) Permintaan pembayaran langsung atas belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b oleh Bendahara
Pengeluaran PPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan
kepada PPKD.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan
keuangan daerah.

Pasal 19

(1) Permintaan pembayaran langsung yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf ¢
dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
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(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait penatausahaan
keuangan daerah dan dilengkapi dengan daftar penerima pembayaran.

(3) Pembayaran langsung kepada penerima dilakukan dengan melakukan
pemindahbukuan dari rekening SKPD ke rekening penerima.

Bagian Ketiga
Penerbitan SPM-LS

Pasal 20

(1) PPK-SKPD melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan verifikasi dalam
kebijakan penatausahaan keuangan daerah atas dokumen pengajuan SPP-
LS.

(2) Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguria Anggaran/PPKD
menerbitkan SPM-LS.

(3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada BUD untuk diterbitkan SP2D.

Bagian Keempat
Penerbitan SP2D

Pasal 21 .

(1) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS yang diajukan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPKD agar
pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat
pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dan check-list kelengkapan bukti-bukti pengeluaran yang sah
dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan. -

(8) Check list sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh PPK-
SKPD.

(4) Pengajuan SPM ke BUD paling lambat diterima 7 (tujuh) hari setelah
tanggal SPM diterbitkan.

(5) Dalam hal SPM diterima BUD melewati waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), SPM dikembalikan ke SKPD untuk dilakukan penerbitan SPM
ulang.
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(6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut
melampaui pagu anggaran, BUD menolak menerbitkan SP2D.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) PPKD selaku BUD melakukan monitoring terhadap :

a. laporan pertanggungjawaban fungsional SKPD yang harus dilaporkan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; atau

b. batas waktu penyampaian pertanggungjawaban TU.

(2) Dalam hal terdapat SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan
penundaan penerbitan SP2D.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaki, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pengelompokan Surat Penyediaan Dana dan Penetapan Batasan
Pengajuan Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2019
Ar BUPAT] KARANGASEM, /

-~
(I 1 GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019 NOMOR 1.



